BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—t

BUPATI PASURUAN,

bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan
Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun
2024-2026;

bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah
Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah
menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan
dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April
Tahun 2023;

bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana
Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagai dokumen perencanaan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024-2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);



10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;



19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022
tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan
Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah
Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;

20. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-
2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024-2026

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

(1)

Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.

Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati
Pasuruan.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
Sekretariat DPRD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Pasuruan Tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat Renstra Sekretariat DPRD adalah dokumen
perencanaan Sekretariat DPRD untuk periode 3 (tiga) tahun.

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Sekretariat DPRD adalah dokumen perencanaan Sekretariat
DPRD untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB 11
KEDUDUKAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD

Pasal 2

Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari
RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.



(2) Renstra Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun Renja Sekretariat
DPRD.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Sekretariat DPRD disusun sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN;

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD;

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD;;

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA
PENDANAAN;

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 5

Sekretaris DPRD wajib melaksanakan Renstra Sekretariat DPRD dalam rangka
mendukung capaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen RPD
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)  Sekretaris DPRD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan dan hasil Renstra Sekretariat DPRD.

(2) Sekretaris DPRD menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi
sebagaimana yang melaksanakan fungsi penunjang urusan dimaksud pada
ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan serta Penelitian
dan Pengembangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2027,

Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026 ini dapat digunakan sebagai acuan
untuk menyusun Renja Sekretariat DPRD Tahun 2027.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M.IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 18



PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

L.

I1.

KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 - 2026
UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun
perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan
yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra
Sekretariat DPRD, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun
kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Sekretariat DPRD harus selaras
dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan berikut
indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Sekretariat DPRD dan Renja
Sekretariat DPRD, Sekretariat DPRD melakukan koordinasi, sinergi dan
harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan
Renstra Sekretariat DPRD dilakukan dua minggu setelah penetapan
penyusunan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD meliputi,
Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan
Rancangan, Pelaksanaan Forum Sekretariat DPRD /lintas Renstra
Sekretariat DPRD, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Sekretariat DPRD memuat tujuan, sasaran, program,
kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan
tugas dan fungsi setiap Sekretariat DPRD yang disusun berpedoman kepada
RPD dan bersifat indikatif.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :
1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat
Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).
Pasal 7
Dokumen Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026 ini dapat
diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja
Sekretariat DPRD Tahun 2024 dan Perubahan Renja Tahun 2023 disusun
dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 108



RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2024-2026

Disusun Oleh : /
SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2023



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL

BABI PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud Dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BABH  GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DFRD ................
2.2 Sumberdaya Sekretariat DPRD
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan
2.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan ...

BAB Il PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH................
3.1 Permasalahan Berdasarkan Pelayanan Sekretariat DPRD ............ourenens
3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV  TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD

BABV  STRATEGI DAN KEBIJJAKAN SEKRETARIAT DPRD
BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP

. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan 2022



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaa Pelayanan Perangkat Daerah. .......
Tabel 3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah
Tabel 3.2 Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih
Tabel 3.3 Penentu Isu-isu Strategis
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Sekretariat DPRD
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan ...
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD .........
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada

Tujuan dan Sagsaran RPPMD

. Rencana Strategis Sekvetariat DPRD Kabupaten Pasuruan Z022



LAMPIRAN : PERATURAN KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
. NOMOR
TANGGAL

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG
Renstra (Rencana Strategis) adalah dokumen perencanaan yvang dibuat
oleh pemerintah daerah untuk merumuskan arah dan sasaran strategis dalam
jangka waktu tertentu, serta menentukan kebijakan dan program prioritas
untuk mencapai sasaran tersebut.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses secara sistematis
dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama
kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin
timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana sirategis instansi pemerintah,
yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan
program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Dengan dikeluarkannya Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52
tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada
Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dimana peraturan ini merupakan
tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-undang Nomor 10 tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-~Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang mengatur pelaksanaan pemilu dilaksanakan serentak tahun
2024, maka Bupati Pasuruan merupakan salah satu Kepala Daerah yang
berakhir tahun 2023 diamanatkan untuk menyusun perencanaan
pembangunan daerah yang diikuti pula dengan penyusunan rencana strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan (Renstra Perangkat Daerah 2024-
2026).

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026
menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program Sekretariat
DPRD Kabupaten Pasurnan. Komponen-komponen Rensira ini mengacu pada
REJMD 2024-2026 Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Renstra Sekretariat
DPRD Kabupaten Pasuruan berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-
strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah yang telah

. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan 2024-2026



dituangkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten, sekaligus menjabarkan
potret permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan satuan
kerja yang bersangkutan. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan
memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan
permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber
pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang
dibebankan Pemerintah Kabupaten kepada satuan kerja yang bersangkutan.

Terhadap Renstra Pemerintah Kabupaten Pasuruan baru saja dilakukan
penajaman agar sistematika penulisan dan substansinya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku serta perubahan kondisi lingkungan terkini. Dengan
adanya perubahan pada Renstra Pemerintah Kabupaten, maka seluruh Renstra
Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu
disesuaikan.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan, dari satu sisi
merupakan turunan / penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan; dari sisi lain
merupakan dokumen induk perencanaan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten
Pasuruan. Sebagai dokumen induk Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten
Pasuruan harus dijadikan rujukan oleh pimpinan/pejabat dinas dalam
menyusun rencana kerja tahunan maupun rencana kerja unit kerja atau unit
pelaksana teknis yang ada dibawah Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan.

Pada tahap awal penyusunan renstra PD yaitu melakukan persiapan
penyusunan renstra, meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala
daerah tentang pembentukan tim penyusun renstra PD, orientasi mengenai
renstra PD, penyusunan agenda kerja tim penyusun renstra PD dan penyiapan
data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

Selanjutnya dilakukan penyusunan rancangan awal (ranwal) renstra.

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2024-2026 merupakan
penjabaran dari Rencana Strategis Kabupaten tahun 2024-2026. Sinkronisasi
dan integrasi antara Renstra (Rencana Strategis) dengan RPD (Rencana
Pembangunan Daerah) dan Renja (Rencana Kerja) sangat penting untuk
memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan

tujuan jangka panjang dan prioritas strategis yang telah ditetapkan.

Integrasi Renstra dengan RPFD dapat dilakukan dengan cara
memastikan bahwa prioritas strategis dan target jangka panjang yang telah

. Rencana Strafegis Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan 2024-2026



ditetapkan dalam Renstra tercermin dalam RPD. RPD harus mencakup
program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan
jangka panjang dan prioritas strategis yang tercantum dalam Renstra.

Selain itu, Renja harus dibuat berdasarkan RPD dan harus mencakup
kegiatan dan program yang spesifik dan terukur yang dapat dilakukan dalam
tahun anggaran yang bersangkutan. Renja harus memastikan bahwa program
dan kegiatan yang direncanakan terkait dengan prioritas strategis dan target
jangka panjang yang tercantum dalam Renstra.

Dalam hal integrasi dan sinkronisasi Renstra dengan RPD dan Renja,
beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Memastikan bahwa prioritas strategis dan target jangka panjang dalam
Renstra tercermin dalam RPD.

2. Mencakup program dan kegiatan dalam RPD yang mendukung pencapaian
tujuan jangka panjang dalam Renstra.

3. Memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja
terkait dengan prioritas strategis dan target jangka panjang dalam Renstra.

4. Mengukur dan mengevaluasi hasil dari program dan kegiatan yang
direncanakan dalam Renja untuk memastikan bahwa tujuan jangka

panjang dan prioritas strategis dalam Renstra tercapai. Dalam penyusunan

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan berisikan
program-program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang waktu 3 (tiga)
tahun kedepan. Program-program kerja Sekretariat DPRD Kabupaten
Pasuruan merupakan turunan/penjabaran dari program yang ada dalam
Renstra  Pemerintah Kabupaten  Pasuruan. Program-~program ini
dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan
yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten
Pasuruan. Tercapainya sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan beserta
sasaran satuan kerja lain, secara simultan, diharapkan mampu mewujudkan
pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sehinggga tercapainya
sasaran Sckretariat DPRD Kabupaten Pasuruan harus memberikan kontribusi
positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kabupaten

Pasuruan.

Hal inilah yang melatarbelakangi mengapa Rencana Strategis
Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan perlu dissmpurnakan atau ditajamkan.
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1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rensira Sekretariat DPRD Kabupaten

Pasuruan adalah;

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Daerah
beserta Peraturan Perubahannya;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah;

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala
daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Dacrah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyclenggaraan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daeral;

Intsruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2000 tentang
Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi
Papua Barat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
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Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di
Daerah;

* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
Daerah,;

® Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2020 tentang Hasil
Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,;

» Keputusan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor
Hk.01.07/Menkes/4642/2021 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium
Pemeriksaan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

*  Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen
Rencana Pembangunan Daerah Bagi Dacrah dengan Masa Jabatan Kepala
Daerah berakhir Tahun 2022;

= Infruksi Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Dacrah Otonom
Baru (DOB);

=  Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RFJPD) Kabupaten
Pasuruan Tahun 2005 -~ 2025;

* Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang
RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E);

* Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2017 Nomor [ Seri D);

* Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pencegahan
Penularan Corona Virus Disease 2019 {(Covid-19) Di Kabupaten Pasuruan

* Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor Tahun 2023 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RFJMD) Kabupaten
Pasuruan Tahun 2024-2026;
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1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan

tahun 2024-2026 adalah :

1.
2

Menggelola keberhasilan organisasi secara sistemik;

Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan
pembangunan;

Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada
masa depan; (Goals)

Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk
menghadapi tindakan masa depan;

Menjelaskan keterkaitan antar komponen Renstra Dinas dan antara
komiponen Renstra Dinas dengan Rensira Pemerintah Kabupaten Pasuruan
menjadi jelas dan tidak bias.

Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan
jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis SKPD dan menunjang
proses internalisasi perencanaan di Sekretariat DPRD guna menjamin tercapainya
penggunaan sumberdaya sccara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Sckretariat DPRD Kabupaten

Pasuruan adalah hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu

organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan
sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber

daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang

diinginkan, diantaranya :

1.

3.

Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten
Pasuruan;

Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara
kronologis dan berkelanjutan;

Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas
secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan,
penuangan ke dalam Dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam
Rencana Kerja (Renja) SKPD dan R~APBD.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan disusun

dengan sistematika sebagai berikut :
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BABI PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BABII GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan

BAB Il PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah
3.2 Isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah
BABV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP
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BAB It
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 138 tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan.

Sekrvetariat DPRD Kabupaten Pasuruan  dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga)
orang Kepala Bagian yaitu Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Persidangan
dan Perundang-Undangan, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan,
dan Kelompok Jabatan Fungsional.

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1. Sekretaris DPRD

a. Tugas Pokok
Menyelenggarakan administrasi kesckretariatan, administrasi kenangan,
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, scrta menyediakan dan
mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam
melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
Fungsi
1). Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2). Penyelenggaraan administrasi kenangan DPRD;
3). Fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
4). Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan

oleh DPRD.

b. Sekretaris DPRD membawahi :
1). Bagian Umum dan Keuangan
2). Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
3). Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

2. Bagian Umum dan Keuangan
a. Tugas Pokok
Menyelenggarakan  kegiatan  ketatausahaan, dan  administrasi
kepegawaian, merencanakan, memelihara, mengamankan sarana
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kebutuhan rumah tangga DPRD, menyelenggarakan penatausahaan
keuangan sckretariat DPRD, melaksanakan pengelolaan Keuangan
Pimpinan, Anggota dan Sckretriat DPRD dan Sekretariat DPRD..

b. Fungsi

(D).
).
3.
).
(5.
©).
.

3.

.

(10).
(1n.
(12).

(13).
(14).
(15).

(16).
(17).
(18).

(19).
(20).

1).
(22).

menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;

mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;

mengelola administrasi keanggotaan DPRD;

memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;

menyediakan fasilitasi fraksi DPRD;

menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah
tangga DPRD;

menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
DPRD;

menyelenggarakan pengelolaan asset yang menjadi tanggung
jawab DPRD;

menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;

mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat
DPRD;

memverifikasi kebutuhan perlengkapan sckretariat DPRD;
menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD,
melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan
Sekretariat DPRD;

mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan Sekretariat DPRD;

mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat
DPRD;

menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD

C. Bagian Umum dan Keuangan membawahi :
1). Sub Bagian Tata Usaha
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Tugas

(1). melaksanakan surat menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD
dan Pimpinan DPRD

(2). melaksanakan kearsipan;

(3). menyusun administrasi kepegawaian;

(4). menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan
administrasi kepegawaian;

(5). menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;

(6). menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga
ahli; dan

(7). menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar urut
kepangkatan dan formasi pegawali.

3. Bagian Rapat dan Peraturan Perundang-Undangan

a. Tugas Pokok
Melaksanakan penyediaan kebutuhan dari persiapan, pelaksanaan dan
pelaporan kegiatan rapat-rapat dan kunjungan kerja DPRD, penerbitan
dan penggandaan produk hukum, penyediaan produk hukum sesuai
dengan kebutuhan dalam proses pembuatan Peraturan Daerah dan
Keputusan DFRD, penyediaan tenaga ahli, dan kehumasan dan protokol.

b. Fungsi

().
2.
3.
4).

(3).
©).
(7).
@)
9.

(10).
an.
(12).
(13).

menyelenggarakan kajian perundang-undangan;

memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif
memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan
peraturan perundang-undangan

mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;,

memfasilitasi penyelengaraan persidangan;

menyusun risalah rapat;

mengoordinasikan pembahasan Raperda;

memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris
masalah (DIM);

memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat
menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD;
menyelenggarakan hubungan masyarakat

menyelenggarakan publikasi; dan
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(14).
(15).
(16).

merancang administrasi kunjungan kerja DFRD;
menyelenggarakan keprotokolan
pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD

4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
a. Tugas Pokok
Menyelenggarakan funsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi
DPRD bidang Penganggaran dan Pengawasan.

b. Fungsi

0.

2.

(3).

4.

5.

©).

.
®).

©).

(10).

(11).

(12).

(13).
(14).

(15).

memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA
PPAS/KUPA PPAS perubahan;

memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan
APBD/APBDP;

memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan
Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan
laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya ;
memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan
laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan
terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;

merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;

memtfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan  aspirasi
masyaraka;

memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat
dalam rangka pengawasan;

memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan
penegakan kode etik DPRD;

memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan
pengawasan penggundan anggaran;

memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pengawasan
pelaksanaan kebijakan;

memfasilitasi reses DFRD;

memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan penyusunan
Pokok — pokok pikiran DPRD;

merencanakan kegiatan hearing/dialoq dengan pejabat pemeriniah
dan masyarakat;
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(16). memfasilitasi, memverifikasidan mengoordinasikan persetujuan
kerjyasama daerah,;
(17). pelaksanaan fungsi-fungsi fain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

5. Kelompok Jabatan Fungsional
1. Tugas Pokok
melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing -

masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang -~ undangan.

Bagan Organisasi Sekretariat DFRD Kabupaten Pasuruan adalah sebagai
berikut :

SEKRETARIAT DPRD

KELOWWCA JABATAN
[
l

i !

BAGIAN UMUM DAN BAGIAN PERSIDANGAN DAN BAGIAN FASILITASt
KEUANGAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGANGGARAN DAN
PENGAWASAN
"I : ;
E SU KDORDIATOR SUR ISOURDNATOR
SUB BAGIAN i mmrm m:;m
TATA USAHA DAN FUMGSIONAL FUNGSIONAL
NEPEGAWALAN H
i [ 11 [ 1]
S EOORDINATOR !
AN WELOWIPOR. H
SARATAN H
PUNGSIONAL paed

2.2 SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD
1. Susunan Kepegawaian
Susunan kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dapat
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dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan
Eselon.

(1) Menurut golongan kepangkatan, pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten
Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi :

< Golongan IV,sbanyak 4 orang
%  Golongan I, sebanyak 15 orang
% Golongan II, sebanyak 6 orang
% Golongan I, scbanyak ~ orang

Menurut Golongan Kepangkatan,
Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan

sV sill wil &l

{2) Menurut tingkat pendidikan, pegawai Sekretariat DFRD Kabupaten
Pasuruan dapat dikelompokkan menjadi :

s Doktor, sebanyak - orang
< Pasca Sarjana, secbanyak 4 orang,
¢  Sarjana, sebanyak 13 orang
% Diploma III, secbanyak 2 orang
% SLTA, sebanyak 6 orang
% SLTP, sebaﬁyak ~ orang
% 8D, scbanyak ~ orang
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Menurut Tingkat Pendidikan
Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan

8

= Doktor = PascaSarjana = Sarjana w Diplomalli =5S{TA = S(TP = SD

(3) Menurut eselon, pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dapat

dikelompokkan menjadi :

% Esclon I, sebanyak 1 orang
< Esclon Ill, sebanyak 3 orang
% Esclon IV, sebanyak 7 orang,
% Non Eselon II, sebanyak 14 orang

Menurut Eselon
Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan

¢

sEselonll s Eselonil wEselonV = Nonkselon I

(4) Menurut gender, pegawai Sckretariat DFRD Kabupaten Pasuruan dapat
dikelompokkan menjadi :

< Pria, scbanyak 15 orang
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¥

% Wanita, sebanyak 10 orang

Menurut Gender Pegawai
Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan

= Pria » Wanita

Indeks  Profesionalitas ASN  adalah  ukuran statistik  yang
menggambarkan  kualitas  ASN  berdasarkan  kesesuaian  kualifikasi,
kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan
tugas jabatan. Menurut UU No 5 Tahun 2014, penyelenggaraan kebijakan
dan manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah
profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus
dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka
mewujudkan Aparatur Negara yang profesional. Profesionalitas ASN
merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai
pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, scrta perekat dan pemersatu
bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan
pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN
dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret
tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu
sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi,
tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas
jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu
memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Femerintah dan ASN itu
sendiri serta scbagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang
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diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

Tujuan Indeks Profesionalitas ASN yaitu memberikan standar bagi
Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks
Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Manfaat Indeks Profesionalitas ASN yaitu digunakan sebagai area
pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat Profesionalitas sebagai
Pegawai ASN.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Sipil
Negara Nomor 28 Tahun 2021 untuk mendukung transformasi sumber daya
manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri
Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui
jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar. Pemberian tugas
belajar diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antara standar
kompetensi dan/ atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan
mengisi suatu jabatan. Apabila PNS memiliki keahlian atau kompetensi dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya maka akan berdampak pada peningkatan
pengetahuan, kemampuan, keterampilan sikap dan kepribadian profesional
PNS sehingga diharapkan mampu meningkatan nilai IP ASN. Nilai rata-rata
Indeks Profesionalitas ASN di Sekretariat DPRD adalah 45 dari 26 ASN.

2).  Perlengkapan

Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan menempati ruangan/gedung
seluas 1.794 m2, menggunakan fasilitas kendaraan dinas sebanyak 24 unit

dengan rindcian sebagai berikut
*» Kendaraan roda 4 (empat) 15 unit
¢ Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 9 unit

Untuk menunjang kegiatan administratif Sekretariat DPRD Kabupaten
Pasuruan didukung oleh Asset/Modal yang dimiliki Sekretariat DPRD

Kabupaten Pasuruan, sebagaimana uraian tabel berikut :.
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NO URAIAN JUMLAH KET.
1 2 4
1 | TANAH 1 Baik
2 | Tanah Persil 1 Baik
3 | PERALATAN DAN MESIN 1.825 | Unit | Baik
4 [ ALAT ANGKUTAN 29 Unit | Baik
5 | Alat Angkutan Darat Bermotor 29 Unit Baik
6 [ ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 1.389 | Unit | Baik
7 | Alat Kantor 296 Unit Baik
8 | Alat Rumah Tangga 625 Unit | Baik
9 | Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat 468 Unit Baik
10 | ALAT SUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR 122 Unit | Baik
11 | Alat Studio 80 Unit Baik
12 | Alat Komunikasi 42 Unit Baik
13 | KOMPUTER 260 Unit | Baik
14 | Komputer Unit 154 Unit Baik
15 | Peralatan Komputer 106 Unit Baik
16 | PERALATAN OLAHRAGA 5 Unit | Baik
17 | PERALATAN OLAHRAGA 5 Unit Baik
18 | GEDUNG DAN BANGUNAN 26 Unit | Baik
19 | BANGUNAN GEDUNG 26 Unit | Baik
20 | Bangunan Gedung Tempat Kerja 25 Unit Baik
21 | Bangunan Gedung Tempat Tinggal 1 Unit Baik
22 [ TUGU TITIK KONTROL/PASTI 1 Unit | Baik
23 | Tuguw/Tanda Batas 1 Unit Baik
24 [ JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI 13 Unit Baik
25 | BANGUNAN AIR 1 Unit Baik
26 | BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & 1 Unit Baik
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
27 | INSTALASI 1 Unit | Baik
28 [ INSTALASI GARDU LISTRIK 1 Unit Baik
29 | JARINGAN 11 Unit | Baik
30 | JARINGAN AIR MINUM i Unit Baik
31 | JARINGAN LISTRIK 10 Unit Baik
32 | BAHAN PERPUSTAKAAN 2.844 | Unit | Baik
33 | BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK 2,836 | Unit Baik
34 | KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN 2 Unit Baik
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35 | KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL) 6 Unit Baik
36 | BARANG BERCORAK KESENIAN / KEBUDAYAAN | 46 Unit | Baik
/ OLAHRAGA
37 | ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN 46 Unit | Baik
38 | TANAMAN 1 Unit | Baik
39 | Tanaman 1 Unit Baik
40 | ASET LAIN_LAIN 121 Unit | Baik
Ketersediaan  fasilitas  perlengkapan kerja terscbut  dinilai
cukup/kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas seluruh
pejabat dan pegawai dijajaran Sekretariat DFRD Kabupaten Pasuruan,
2.3 KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DFRD

Sasaran, indikator kinerja sasaran dan hasil capaian kinerja Sckretariat
DPRD Kabupaten Pasuruan saat ini mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRD,

Dalam upaya mendukung kinerja DPRD yang melingkupi fungsi
Legislasi, Budgeting, Controling maka peran sekretariat DPRD sangat penting
dalam menunjang kelancaran tugas-tugas tersebut. Schagai misal dalam
membentuk Peraturan Dacrah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk
mendapatkan persetujuan bersama adalah sebagai berikut :
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Tabel T-C.23
Pencapaian Kincrja Pelayanan Perangkat Dacrah
Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan

{rt @ B 1 @ s | e g A7) B [ © (aoluy | (3 | a4l 38 | asi] an | (a8 | (19
IKM/SKM layanan 70 72 a0 82 86 72 73 86 87 1,03 101 1,08 1,06
Sekretariat DPRD
Prosentase 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 1,00 ;1,00 (1,00 | 1,00
aspirasi
masyarakat ke
DPRD yang
berhasil difasilitasi

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa Sekretariat DPRD dalam tiap tahunnya dari tahun 2019-2023 telah berhasil
mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Bappelitbangda Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. Capaian kinerja ketiga
indicator tersebut antara lain:

1. IKM/SKM layanan Sekretariat DPRD.
Realisasi kinerja sasaran tahun 2019 sebesar 72, tahun 2020 sebesar 73, tahun 2021 sebesar 86, tahun 2022 sebesar 87 dimana
target yang telah ditetapkan di tahun 2019 sebesar 70, tahun 2020 sebesar 72, tahun 2021 sebesar 80, tahun 2022 sebesar 82. Hal
tersebut menunjukan rasio capaian di tahun 2019 sebesar 1,03 tahun 2020 sebesar 1,01 tahun 2021 sebesar 1,08 tahun 2022
sebesar 1,06. Capaian indikator ini didukung oleh program Administrasi,Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.




2. Prosentase aspirasi masyarakat ke DPRD yang berhasil difasilitasi.
Realisasi kinerja sasaran tahun 2019 sebesar 100%, tahun 2020 sebesar 100%, tahun 2021 sebesar 100%, tahun 2022 sebesar
100% dimana target yang telah ditetapkan di tahun 2019 sebesar 100%, tahun 2020 sebesar 100%, tahun 2021 sebesar 100%,
tahun 2022 sebesar 100%. Hal tersebut menunjukan rasio capaian di tahun 2019 sebesar 1, tahun 2020 sebesar 1, tahun 2021

sebesar 1, tahun 2022 sebesar 1. Capaian indikator ini didukung oleh program Administrasi,Dukungan Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi DPRD.
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2.1 KELOMPOK SASARAN PELAYANAN
Kelompok sasaran pelayanan Sekretariat DPRD adalah semua anggota DPRD
(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan komisi-komisi di DPRD. Selain itu,
Sekretariat DPRD juga memberikan pelayanan kepada publik yang ingin
memperoleh informasi terkait kegiatan DPRD dan hasil-hasil keputusan yang
dihasilkan oleh DPRD.
Adapun jenis pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD antara lain:
® Mendukung kegiatan sidang dan rapat DPRD, seperti penyediaan
dokumen dan pengelolaan logistik
e Menyediakan informasi tentang tata tertib DFRD dan peraturan-
peraturan terkait tugas dan wewenang DPRD
e Membantu anggota DPRD dalam mengakses sumber daya dan informasi
yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya
e Menyediakan publikasi dan informasi tentang kegiatan DPRD kepada
masyarakat
Dengan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada kelompok sasaran
terscbut, Sekretariat DPRD dapat membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan
fungsinya sebagai lembaga legislatif yang mewakili kepentingan rakyat.

2.2  MITRA PERANGKAT DAFRAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN
Sekretariat DPRD bekerja sama dengan perangkat daerah dalam pemberian
pelayanan kepada anggota DPRD dan masyarakat. Beberapa perangkat daerah yang
menjadi mitra kerja Sekretariat DPRD antara lain:
1. Dinas Komunikasi dan Informatika:
Dinas ini dapat membantu Sekretariat DPRD dalam penyediaan
informasi terkait kegiatan DPRD dan publikasi hasil-hasil keputusan
DFPRD kepada masyarakat.
2. BPKPD:
Dinas ini dapat membantu Sekretariat DPRD dalam pengelolaan
keuangan dan anggaran DPRD
3. BAFPPELITBANGDA
BAPPELITBANGDA dapat membantu Sekretariat DPRD dalam
menyediakan data dan informasi terkait pembangunan daerah untuk

mendukung proses pengambilan keputusan.
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4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD): SKPD dapat menjadi mitra
Sekretariat DPRD dalam menyediakan informasi terkait kegiatan dan
program kerja dari masing-masing SKPD, serta membantu dalam
pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan fugas dan fungsi DPRD.

Dengan adanya kerja sama antara Sekretariat DPRD dan perangkat dacrah,
diharapkan pelayanan kepada anggota DPRD dan masyarakat dapat lebih optimal
dan terintegrasi. Hal ini juga dapat mempercepat proses pembuatan kebijakan dan
pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan daerah.
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BAB Il
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN
SEKRETARIAT DPRD

Permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD beserta faktor-
faktor yang mempengaruhinya lebih ditekankan atas hasil Identifikasi
permasalahan yang didasarkan pada Analisis Gambaran Pelayanan. Penilaian
terhadap kondisi organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruandan lingkungan
sekitarnya dilakukan dengan analisis atas permaslahan layanan dengan melibatkan
seluruh stakeholders melalui diskusi dua arah.

Beberapa permasalahan yang mengemuka misalkan berkaitan dengan
masalah keuangan, kebutuhan fasilitasi legislasi peraturan perundang-undangan,
masalah umum dalam tata usaha, perencanaan serta beberapa hal lain yang
menyangkut aspek sumberdaya manusia maupun apsek teknis administrasi.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal (strenghfs and
weaknesses) dan kondist eksternal (opportunities and threats) yang melekat pada
Sckretariat DPRD dapat diuraikan sebagai berikut |

1. Analisis Lingkungan Internal (SW)
1.1, Kekuatan (Strenghd
o Legalitas dan dukungan dari Pemerintah Daerah
e Anggaran yang memadai
e Sarana dan prasarana
¢ Motivasi kerja yang cukup kuat

1.2. Kelemahan ( Weakness)
o Terbatasnya kuantitas SDM
* Rendahnya keterampilan dalam mengelola sarana dan prasarana
» Kurangnya Kerjasama antara staf dan unit kerja



2. Analisis Lingkungan Eksternal
2.1 Peluang (Opportunities)
e Adanya kesempatan meningkatkan kualitas SDM
e Adanya sistem pengembangan organisasi

e Adanya pengembangan sistem IPTEK

2.2 Ancaman (Threats)
e Adanya intervensi dari oihak luar terhadap tugas Sekretariat DPRD
e Adanya tuntutan terhadap kualitas sarana prasarana
¢ Tingginya tuntutan masyarakat terkait dengan stabilitas keamanan

Hasil evaluasi Renstra Sekretariat DPRD periode sebelumnya merupakan
informasi utama bagi penyusunan Renstra Sekretariat DPRD periode berikutnya.
Mengingat bahwa pada saat rancangan Renstra Sekretariat DPRD disusun, hasil
evaluasi pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD sampai dengan tahun ke-5 belum
diperoleh, maka digunakan hasil evaluasi sementara Renstra Sekretariat DPRD yang
memuat hasil evaluasi Renstra Sekretariat DPRD sampai dengan pelaksanaan Renja

Sekretariat DPRD sampai dengan tahun berjalan (periode sebelum tahun rencana).

Pengolahan data dan informasi diatas perlu memperhatikan tingkat urgensi
data dan informasi dalam analisis/kajian yang diperlukan bagi penyusunan suatu
Renstra Sekretariat DPRD. Hal ini guna memastikan efektivitas dan efisiensi waktu,
tenaga, dan biaya yang dialokasikan dalam pengumpulan dan pengolahan
data/informasi. Data dan informasi yang digunakan hendaknya memiliki tingkat
keakuratan, validitas, dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara,
analisis gambaran pelayanan Sekretariat DPRD untuk menunjukkan:

1. Peran Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah;

2. Sumberdaya Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsinya,

3. Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra

Sekretariat DPRD periode sebelumnya;

4. Capaian kinerja antara Renstra Sckretariat DPRD dengan RPJMD periode
sebelumnya; dan

5. Hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi.



Analisis gambaran pelayanan Sekretariat DPRD diharapkan mampu

mengidentifikasi:

L

Tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan sasaran/target

Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan
indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD,
Potensi dan permasalahan pelayanan SKPD; dan ,
Potensi dan permasalahan aspek pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Sekretariat
DFPRD adalah indikator kinerja pembangunan dacrah yang sesuai dengan tugas
dan fungsi Sekretariat DPRD berkenaan. Dalam keadaan indikator kinerja yang
dimaksud tidak tersedia, maka Sekretariat DPRD menyepakati indikator kinerja
mandiri untuk mengukur kinerja Sckretariat DPRD.

Adapun informasi yang diperlukan untuk mendukung analisis ini, sekurang-

kurangnya mencakup:

a)

b)

c)

d)

€)

Regulasi yang menjadi asas legal bagi Sekretariat DPRD dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD untuk menunjukkan peran
Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

Struktur organisasi Sekretariat DPRD untuk menunjukkan organisasi, jumlah
personil, dan tata laksana Sekretariat DPRD (proses, prosedur, mekanisme);
Renja Sekretariat DPRD tahun berjalan untuk menginformasikan isu-isu terkini
pelayanan Sekretariat DPRD dikaitkan dengan isu-isu krusial dan aktual daerah
(sebagaimana dimuat dalam RKPD tahun berjalan), isu strategis dalam Renstra
Sckretariat DPRD periode sebelumnya, dan perkiraan tingkat pencapaian target
Renstra Sekretariat DPRD sampai dengan akhir tahun berjalan,

Laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD periode sebelumnya
sampai dengan pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun lalu untuk
menunjukkan tingkat capaian/realisasi terhadap target kinerja yang harus
dicapai selama pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD periode secbelumnya,
pelayanan yang mencapai target atau yang belum mencapai target, dan faktor-
faktor yang mempengaruhi tercapai tidaknya target pelayanan tersebut;

Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib dan/atau indikator
kinerja pelayanan Sckretariat DPRD dan/atau indikator lainnya.



Tabel 3.1
Tabel Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis

Pelayanan Perangkat Daerah
Permasalahan Isu Aktual Isu Strategis
Belum Optimalnya Regulasi terkait Peningkatan efektifitas
Dukungan layanan pelaksanaan tupoksi selalu | fupoksi organisasi
Sekretariat DPRD berubah ubah selaras dengan
Terhadap perubahan.
Peningkatan
Kapasitas/kualitas
Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah dalam
menjalankan tugas
fungsinya yakni
fungsi anggaran,
fungsi pembentukan
perda dan fungsi
pengawasan
Kurangnya Kurangnya pemahaman Kurangnya pemahaman
kompetensi SDM SDM terhadap Bidang terhadap penyusunan
Bidang Hukum, IT, Hukum, Perencanaan IT, legal drafting
dan Kehumasan Kehumasan - Belum Optimalnya
penguasaan IT
- Belum optimalnya
fasilitasi Kehumasan
Kurangnya Belum optimalnya Kurang efekiif dan
pemahaman terhadap | perencanaan anggaran efisiensinya
perencanaan kegiatan penggunaan anggaran
anggaran kegiatan kegiaatan
Penyelesaian Masih adanya Tingginya volume
administrasi keterlambatan kegiatan dan aktivitas
keuangan belum tepat | penyelesaian administrasi | DPRD
wakiu kegiatan




3.2 Penenfuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang
signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak,
berjangka panjang, dan menentukan fujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah
di masa yang akan datang. Berangkat dari bérbagai permasalahan pembangunan
yang dihadapi, tantangan dan potensi Pembangunan yang dapat dikembangkan,
maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah melalui berbagai
pertimbangan di antaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran
Pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah,
dampak luasnya yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya
bangkit.

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional,
nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat mangjerial
untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Sekretariat
DPRD Kabupaten Pasuruan dalam mengemban tugas dan perannya harus
memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan tiga tahun ke depan. Hal
tersebut sejalan dengan amanat RFJMD Kabupaten Pasuruan, sehingga menuntut
terjadinya perubahan peran Sekretariat DPRD dalam orientasi dan pendekatan yang
digunakan dalam perencanaan dan mendukung program pembangunan sebagai
upaya mendukung tercapainya visi, misi dan program Pemerintah Dacrah
Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026.

Faktor-faktor Kunci Keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi
organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi sccara efektif dan
efisien.Dari Hasil analisis terhadap lingkungan strategis diatas, dapat ditemukan
faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Tersedianya SDM yang berkualitas dan bertanggung jawab

2. Adaptasi atas perubahan kondisi yang dinamis dengan berpedoman pada
perundang-undangan yang berlaku

8. Tersedianya dana yang cukup
4. Adanya sarana — prasarana yang memadai

5. Adanya pemahaman dan komitmen yang baik dari staf terhadap Tupoksi



1.1

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Rencana Sfrategis Sekretariat DPRD

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 3 (tiga) Tahun. Tujuan merupakan target organisasi, sechingga pencapaiannya
dapat diukur berdasarkan faktor-fakfor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan
sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah ke suatu titik terang pencapaian
hasil.

Dalam rangka mewujudkan fasilitasi pelayanan yang optimal terhadap DPRD
Kabupaten Pasuruan serta mendukung pencapaian terwujudnya tujuan dan sasaran
RPD Kabupaten Pasuruan, Sekretariat DPRD pada Tahun 2024-2026 mendukung
tujuan dan sasaran Kabupaten Pasuruan dalam rangka menciptakan pembangunan
yang berkelanjutan. ‘

Tujuan dan sasaran Sekrefariat DPRD Kabupaten Pasuruan adalah
mewujudkan kinerja aparatur Pemerintah dalam pelayanan penyelenggaraan
administrasi dalam penunjang peningkatan kegiatan Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah, maka untuk mengarah tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan
mempunyai fujuan yaitu :

Sasaran RPD : Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Tujuan: Meningkatnya kepuasan pelayanan DPRD
Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Anggota DPRD
Sasaran :
1. Meningkatnya kualitas layanan kepada DPRD
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Sasaran :
1. Prosentase layanan kepada DPRD yang terpenuhi
2. Nilai SAKIP

Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut maka Sekretariat DPRD memiliki
beberapa sasaran sesuai dengan tujuan yang dimaksud diatas. Sasaran-sasaran
berikut indikator sasaran tersecbut antara lain sebagai berikut.



Tabel 4.1 (T-C.25)

Tujuan dan Sasaran Sckretariat DPRD

Meningkatnya Indeks Kepuasan 78% | 80% | 82% | Hasil Survei Kepuasan Anggota DPRD
kepuasan Anggota DPRD
pelayanan
DPRD
Meningkatnya Prosentase layanan 92% | 93% | 94% | Prosentase Layanan dalam Fungsi Pembentukan
kualitas layanan kepada DPRD yang Perda, Penganggaran, Pengawasan
kepada DPRD terpenuhi
Meningkatnya Nilai SAKIP 76,99 | 77,12 | 77,55 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Akuntabilitas (Hasit Penilaian Inspektorat)
Kinerja Perangkat
Daerah

Indeks kepuasan anggota DPRD merujuk pada pengukuran tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan dan dukungan
yang diberikan oleh Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD memiliki tugas untuk memberikan dukungan administratif dan teknis kepada
anggota DPRD dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai perwakilan masyarakat,
Pengukuran indeks kepuasan anggota DPRD oleh Sekretariat DPRD dapat dilakukan melalui survei atau kuesioner yang diisi oleh
anggota DPRD, dengan pertanyaan-perfanyaan yang berkaitan dengan kualitas pelayanan dan dukungan yang diberikan olch
Sekretariat DPRD. Aspek-aspek yang dapat dinilai meliputi responsivitas, kecepatan, ketepatan, kualitas layanan, dan lain sebagainya.
Hasil pengukuran indeks kepuasan anggota DPRD oleh Sckretariat DPRD dapat digunakan sebagai dasar untuk evaluasi dan perbaikan
kualifas pelayanan dan dukungan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD kepada anggota DPRD. Dengan demikian, Sckretariat DPRD



dapat memperkuat kinerja dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada anggota DPRD dalam menjalankan tugas-tugasnya

sebagai perwakilan masyarakat.

Sekretariat DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan
tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan
rakyat yang bertugas untuk mewakili kepentingan masyarakat dalam pembentukan kebijakan daerah. Fungsi DPRD meliputi:

1. Fungsi legislasi: DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk mengesahkan peraturan daerah atau perda, melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan perda, dan memberikan persetujuan terhadap perjanjian daerah.

2. Fungsi anggaran: DPRD memiliki wewenang untuk menetapkan APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, dan memberikan persetujuan terhadap laporan
pertanggungjawaban penggunaan APBD.

3. Fungsi pengawasan: DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
pemerintahan daerah, termasuk penggunaan anggaran, kebijakan, dan program-program pemerintah daerah.
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BABV
STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT DPRD

Strategi sebagai pola tindakan yang dipilih untuk mewujudkan visi dan misi.
Strategi membentuk suatu pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi dan
misi organisasi. Strategi mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan Visi, Misi, tujuan
dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dan mencermati isu-isu strategis,
permasalahan-permasalahan yang dihadapi, peluang, ancamanmaka dirumuskan
strategi dan arah kebijakanpembangunan,

Analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal diperlukan
untuk dapat menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan (critical success factors)
bagi suatu organisasi schingga organisasi tersebut dapat selalu merespon setiap
perubahan yang terjadi. Lingkungan internal adalah kondisi internal dalam suatu
organisasi yang dapat berpengaruh terhadap capaian kinerja suatu organisasi,
sementara lingkungan eksternal adalah situasi dan kondisi di sekitar organisasi yang
secara langsung berpengaruh pada organisasi.

Strategi yang tepat merupakan syarat utama mencapai tujuan dan sasaran
organisasi. Untuk dapat menyusun strategi yang tepat diperlukan dukungan data
yang relevan, analisis lingkungan internal dan eksternal yang jujur dan kejelian
dalam menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Secara rinci, strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruandiuraikan dalam
berbagai Kebijakan, program dan kegiatan.

1. Meningkatkan pembinaan pelayanan administrasi aparatur kepada legislatif

2. Mengadakan penganggaran melalui APBD

3. Mengadakan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan administrasi
umum, keuangan, rapat, peraturan perundang-undangan, humas dan
dokumen perpustakaan

4. Meningkatkan workshop dan kunjungan kerja Anggota DPRD

5. Meningkatkan kegiatan pelatihan dan pendidikan aparatur Pemerintah

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang
dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu
selama 3 (tiga) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar
memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam hal
pelaksanaannya arah kebijjakan mempunyai fokus waktu dan capaian tersendiri. Pada



tiap arah kebijakan terdapat strategi-strategi yang dilaksanakan pada waktu tertentu.
Schingga fokus tersebut diharapkan bisa mencapai tujuan dan sasaran yang telah di
tetapkan.

Pilihan strategi berikut berkaitan dengan hasil matrik analisis SWOT, dimana
sesuai dengan kesepakatan maka kemudian dipilih dari beberapa alternative sesuai
dengan positioning Sekretariat DPRD. Kemudian, mendasarkan pada Tujuan dan
Sasaran sebagaimana dimaktub diatas, maka runtutan sampai Strategi dan Kebijakan
Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan sebagaimana dalam tabel fujuan, sasaran,
strategi dan kebijakan berikut.

Tabel 5.1 (T-C.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan 3 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan

prima berbasis teknologi informasi
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatnya Meningkatnya ¢ Penyediaan Analisis
kepuasan pelayanan | kualitas layanan fasilitas, sarpras, kebutuhan
DPRD kepada DPRD dan layanan sarpras dan
administrasi administrasi
lainnya lainnya
» Penyiapan tenaga Analisis
pendamping penempatan
dengan SDM tenaga/ SDM
yang yang sesuai
berkompeten dengan
kompetensinya
Meningkatnya » Menetapkan KP1 Meningkatkan
Akuntabilitas yang jelas: Transparansi:
Kinerja Perangkat menetapkan Key Sekretariat
Daerah Performance DPRD harus
Indicators (KPI) meningkatkan
yang jelas dan transparansi
terukur untuk dalam
mengevaluasi pengambilan
kinerja mereka. keputusan dan
KPI ini harus pengelolaan
terkait dengan anggaran.
tujuan dan strategi Mereka harus
Sekretariat DPRD menyediakan
serta terukur dan informasi yang
dapat diukur akurat dan




secara objektif.

» Meningkatkan
transparansi:
meningkatkan
transparansi
dalam
pengelolaan
anggaran dan
pengambilan
keputusan.
Mereka dapat
melakukan ini
dengan
mempublikasikan
laporan kinerja
mereka secara
rutin dan
memperbaiki
sistem pelaporan
dan akuntansi
mereka,

¢ Menerapkan
sistem
pengawasan
internal yang
efektif:
Sekretariat DPRD
harus memiliki
sistem
pengawasan
internal yang
efektif untuk
mengawasi
pengelolaan
keuangan dan
kegiatan mereka.
Hal ini dapat
dilakukan dengan
mempekerjakan
auditor internal
atau melibatkan
pihak eksternal
untuk melakukan
audit independen
secara rutin.

lengkap tentang
kegiatan dan
anggaran mercka
untuk
memungkinkan
masyarakat
memantau
kinerja mereka.
Menetapkan
Standar Kinerja:
Sekretariat
DPRD harus
menetapkan
standar kinerja
yang jelas dan
terukur untuk
mengevaluasi
kinerja mereka.
Standar Kinerja
ini harus terkait
dengan tujuan
dan strategi
Sekretariat
DPRD serta
terukur dan dapat
diukur secara
objektif.
Meningkatkan
Pengawasan
Internal:
Sekretariat
DPRD harus
meningkatkan
pengawasan
internal mereka
untuk
memastikan
pengelolaan
keuangan dan
kegiatan mereka
terkelola dengan
baik dan
transparan.
Mereka harus
memiliki sistem
pengawasan
internal yang
efektif dan
melaksanakan
audit secara rutin




untuk
memastikan
kepatuhan
terhadap
prosedur dan
regulasi.
Meningkatkan
Partisipasi
Masyarakat:
Sekretariat
DPRD harus
meningkatkan
partisipasi
masyarakat
dalam proses
pengambilan
keputusan dan
dalam
pengawasan
kinerja mereka.
Hal ini dapat
dilakukan dengan
membuka saluran
komunikasi
dengan
masyarakat dan
mengadakan
forum-forum
dialog untuk
mendapatkan
masukan dari
masyarakat.
Memberikan
Insentif:
Sekretariat
DPRD dapat
memberikan
insentif bagi
pegawai yang
memiliki kinerja
yang baik atau
mencapai target
kinerja yang
ditetapkan.
Insentif ini dapat
berupa
penghargaan atau
bonus.
Melakukan

Evaluasi Kinerja




Rutin: Sekretariat
DPRD harus
melakukan
evaluasi kinerja
secara rutin dan
menyusun
laporan kinerja
yang transparan
dan akurat.
Laporan ini harus
mencakup
informasi tentang
pencapaian target
kinerja dan
kemajuan dalam
mencapai tujuan
strategis.




BAB VI
RENCANA PROGRAM , KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

Program yang ada dalam Renstra Sekretariat DPRD 2024-2026 merupakan
program prioritas dari turunan RPJMD Kabupaten Pasuruan yang sesuai dengan
tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Rencana program prioritas beserta indikator
keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal
RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program
prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini
didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat DPRD.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut,
merupakan indikator kinerja program yang berisi oufcome program. QOufcome
merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries
tertentu yang mencerminkan berfungsi keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu
program.

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan
terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam

hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan, guna mencapai sasaran tertentu.

Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya
yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan-kegiatan
prioritas Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan dalam kurun waktu 3 tahun ke depan
dapat dikelompokkan sebagai berikut :
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BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Sekretariat DPRD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan
dicapai Sekretariat DPRD dalam lima tahun. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran ukuran
keberhasilan pencapaian kinerja Sekretaruat DPRD. Indikator kinerja tersebut mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten

Pasurua 2024-2026.

Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang
menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Penetapan
indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulaunan Pasuruan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
selama 3 (tiga) tahun.

Meningkatnya Indeks Kepuasan 78% | 80% | 82% | Hasil Survei Kepuasan Anggota DPRD
kepuasan Anggota DPRD
pelayanan
DPRD
Meningkatnya Prosentase layanan 92% | 93% | 94% : Prosentase Layanan dalam Fungsi Pembentukan
kualitas layanan kepada DPRD yang Perda, Penganggaran, Pengawasan
kepada DPRD terpenuhi
Meningkatnya Nilai SAKIP 76,99 | 77,12 | 77,55 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Akuntabilitas
Kinerja Perangkat
Daerah




BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 -
2026 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Kabupaten Pasuruan
Tahun 2024 - 2026, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, telah
dirumuskan secara sistematis sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
tahun 2010. Pola penjabaran RENSTRA dengan mengacu pada tugas dan fungsi, kapasitas
sumber daya, tantangan dan peluang, isu strategis, serta pokok-pokok visi dan misi, tujuan
sasaran, strategis dan kebijakan sampai pada rumusan program/kegiatan dan pendanaan
indikatif merupakan rangkaian bisnis proses.

Rencana Strategis ini diharapkan menjadi panduan bagi Sekretariat DPRD dalam 3
tahun kedepan, sehingga sesuai denga visi Bappelitbanda dimana diperlukan konsistensi
dan proporsional yang ditunjang dengan pola komunikasi dan koordinasi perencanaan
pembangunan oleh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Hal ini juga
termasuk dalam upaya Sekretariat DPRD untuk merealisasikan RPJMD tahun 2024-2026
secara lebih substansi bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan. Dalam pelaksanaan program
dan kegiatan, masing—masing bagian/bidang dapat dan perlu menggunakan sumber daya
organisasi secara efektif dan efisien.

Kita telah bersepakat merumuskan visi, misi nilai-nilai dan tujuan bersama dalam
bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra). Untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut,
kita landasi niat dalam hati yang tulus ikhlas dengan mengerahkan segala kemampuan dan
sumberdaya yang kita miliki. Langkah awal pengerahan kemampuan ini telah kita
ayunkan dengan menyusun Renstra Sckretariat DPRD Kabupaten Pasuruan.

Sebagai dokumen induk perencanaan, Renstra ini harus dijadikan pedoman untuk
menyusun rencana kerja tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Pasuruan serta rencana-
rencana kerja Bidang dan Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Sekretariat DPRD (kalau ada)
Kabupaten Pasuruan.

Melalui forum Musrenbangdes, forum Musrenbangcam, bahkan forum Organisasi
Perangkat Daerah (OPD), stakeholders menyampaikan masukan tentang prioritas kegiatan
pembangunan yang hasilnya dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Sekretariat
DPRD Kabupaten Pasuruan. Rancangan Renja tersebut kemudian dibahas dalam
musrenbang Kabupaten untuk mematangkan/ mumutahirkan Rancangan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten



Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena rencana
strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan
upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun
ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten
Pasuruan kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya
kepada kita sekalian. Amin Yaa Robbal Alamin.

BUPATI PASURUAN,
ttd.

M. IRSYAD YUSUF



